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Kajian ini bertujuan untuk menentukan pembangunan agensi pengurusan dana haji 
Indonesia dan pengurusan cabaran dalaman dan luaran Badan Pengelola Keuangan 
Haji (BPKH) sebagai institusi yang bertanggungjawab dan wajib mengurus, 
mengembangkan dan melaburkan dana haji Muslim Indonesia. Masalah yang akan 
diperiksa dalam tesis ini adalah masalah sosial dan dinamik. Di sini, penyelidik 
memilih untuk menggunakan kaedah kualitatif untuk mengumpul, memproses dan 
menganalisis data penyelidikan dengan mengumpulkan data yang diperolehi 
daripada wawancara mendalam, dokumen rasmi dan data sekunder lain. Keputusan 
kajian ini menunjukkan bahawa BPKH masih perlu untuk membuat masyarakat 
percaya dan agar lebih telus mengenai penerimaan, penggunaan dan pengurusan dana 
haji serta pelaburan dana dalam mana-mana sektor atau bidang. Dengan tujuan untuk 
membina kepercayaan orang ramai pada BPKH, maka BPKH juga harus 
memperjelas peraturan, undang-undang dan payung hukum pada tiap-tiap aktiviti 
atau pelaburan. Bagi kerajaan, BPKH dan semua agensi yang terlibat dalam 
pelaksanaan dan pengurusan ibadah haji untuk bekerja sama untuk maksimakan 
perkhidmatan dalam organisasi haji untuk manfaat jemaah haji Indonesia. Walau 
bagaimanapun, proses keseluruhan penganjuran haji Indonesia dari tahun ke tahun 
semakin menunjukkan kemajuan ketara. 
 







The purpose of this study is to determine the development of Indonesian Hajj fund 
management agencies and management as well as to analyze the internal and 
external challenges of the Hajj Fund Management Agency (BPKH) as a responsible 
institution for managing, developing and investing Indonesian Muslim Hajj funds. 
The issues to be considered in this thesis are social and dynamic issues. Here, the 
researcher choosed to use qualitative methods to collect, process and analyze 
research data by collecting data obtained from in-depth interview, official document 
and other secunder data. The result of this study indicated that BPKH still needs to 
convince the public and more transparent about the receipt, use and management of 
pilgrimage funds, and the investment of these funds in any sector or area, with the 
aim of building public confidence in BPKH. Other than that, BPKH should also 
explain the rules, regulations and legal frame work of each activity or investment. 
The government, BPKH, and all agencies involved in the implementation and 
management of Hajj must cooperate to maximize the service within the hajj 
organization for the benefit of Indonesian pilgrims. However, the whole process of 
organizing Indonesian Hajj pilgrimage from year to year increasingly shows 
significant changes. 
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OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mengeluarkan 
hasil soal selidik pada tahun 2018 bahawa Indonesia merupakan negara yang tetap 
dan terus mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tengah-tengah penyusutan dan 
krisis ekonomi global. Selama 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia meningkat 
secara purata sebanyak 6.0 peratus. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan 
kesejahteraan penduduk dan pertambahan pendapatan masyarakat yang 
memungkinkan mereka bergiat dengan lebih aktif dalam aktiviti sosial, ekonomi dan 
agama. Bagi umat Muslimin, haji ialah rukun agama yang memerlukan kewangan 
yang memadai.  
 
Indonesia merupakan negara yang majoriti penduduknya muslim. Maka sudah pasti 
niat dan keinginan umat Islam Indonesia bagi menunaikan rukun Islam ke lima 
tersebut menjadi prioriti utama. Berdasarkan data dari Kementerian yang menangani 
Haji dan Umrah Arab Saudi, jumlah jemaah haji antarabangsa pada tahun 2017 
mencapai 1.6 juta orang. Dari jumlah itu, Kemenag (2018) mencatatkan bahawa 221 
ribu  jemaah berasal dari Indonesia dan daftar menunggu jemaah haji Indonesia ialah 
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LAMPIRAN 









Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam wawancara ini. Jika memungkinkan, 
saya akan melakukan proses perekaman atas wawancara ini. Adapun jika terdapat 
bagian dalam wawancara ini yang tidak diperkenankan untuk direkam atau 
dipublikasikan, maka saya akan mengecualikannya. 
1. Bagaimana cabaran dalaman pengurusan pelaburan dana haji dalam Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia? 
2. Bagaimana cabaran luaran pengurusan pelaburan dana haji dalam Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia? 
3. Bagaimana pengurusan dana haji sebelum lahirnya BPKH Indonesia? 
4. Bagaimana pengurusan Dana Haji sesudah lahirnya BPKH Indonesia? 
5. Bagaimana sejauh ini fungsi dan peranan BPKH dalam urusan pengelolaan 
pengurusan haji? 




7. Setiap program pemerintah pasti menimbulkan polemik baik pro maupun 
kontra, nah apa saja pro dan kontra yang berkembang dari optimalisasi 
investasi dana haji ini? 
8. Kendala dan permasalahan apasaja yang ditemui dalam optimalisasi dana 
haji dalam BPKH?  
9. Aspek apa sajakah yang harus diperhatikan ketika hendak menginvestasikan 
dana haji ini? 





Lampiran  2 
Draft Pertanyaan dan Jawaban Temubual 
 
1. Bagaimana cabaran dalaman pengurusan pelaburan dana haji dalam Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia? 
Sejumlah tantangan pasti ada dan akan dihadapi selama pelaksanaanya pak, 
diantaranya adalah terbagi menjadi tantangan yang berasal dari internal sebelum 
BPKH dan tantangan yang berasal dari lingkup eksternal setelah BPKH. Cabaran 
dalam sebelum BPKH diantaranya yakni mengenai hal-hal sebagai berikut: 
Skema/mekanisme pengelolaan, kesesuaian syariah, regulasi yang masih lemah dan 
perlu diperkuat, kebutuhan akan SDM, akuntabilitas dana haji. Adapun menurut 
KPK, cabaran dalam yang muncul adalah sebagai berikut: regulasi yang kurang jelas, 
ketidaksesuaian antara tupoksi dan kegiatan aktual di dalam kelembagaan, serta tata 
laksana yang belum memiliki SOP dan SPM yang jelas. Dalam aspek Hukum dan 
Regulasi, cabaran terbesar pada investasi dana haji oleh BPKH adalah terbagi 
menjadi dua, yakni terkait masalah kejelasan dalam pelaksanaan Undang-undang dan 
juga masih adanya kasus-kasus penyimpangan seperti korupsi. 
 
Pada pelaksanannya BPKH harus mengikut kepada peraturan perundang-undangan 
yang ada. Undang-undang tersebut yang terutamanya adalah UU no 34 tahun 2014 
dimana menjelaskan bahwa dana haji didefinisikan sebagai gabungan antara Dana 
Abadi Umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji. 
Sedangkan yang dimaksud dengan DAU sendiri yaitu hasil pengembangan dan sisa 




Selain itu, tantangan lainnya dalam aspek hukum dan regulasi adalah sistem 
akuntabilitas atau keterbukaan dari dana haji itu sendiri. Hal ini disebabkan karena 
apabila merujuk pada penrnyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengendalian 
internal terhadap sejumlah lembaga negara dan kementerian yang lemah memicu 
ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Bukti dari hal ini diantaranya adalah kasus 
korupsi dana penyelenggaraan haji yang menjerat mantan menteri Agama 
Suryadharma Ali.  
 
Pada intinya, cabaran dalam aspek hukum dan regulasi lebih bersifat kepada 
kejelasan dari aturan hukum itu sendiri. Dalam kasus ini, investasi yang dilakukan 
adalah pada tiga instrumen, namun dengan menempatkan infrastruktur sebagai salah 
satu instrumen tambahan berarti secara tidak langsung menunjukkan kelemahan dari 
kejelasan aturan hukum, meskipun hal tersebut diinisiasi oleh presiden.  
 
Pada aspek kepercayaan masyarakat, cabaran yang muncul adalah kurangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan, kurangnya sumber daya yang 
mengelola, kekurangan dalam layanan operasional, serta kurangnya dukungan 
masyarakat akibat munculnya berbagai kasus dan permasalahan yang terjadi dalam 
pelaksanaan ibadah haji, seperti misalnya penyimpangan atau korupsi, kurangnya 
berbagai fasilitas dalam pelaksanaan haji dan masalah klasik lainnya yang muncul. 
 
Sedangkan pada masa setelah BPKH beroperasi cabaran yang muncul adalah sebagai 
berikut, yang pertama adalah kelemahan manajemen, terutama manajemen investasi 
dan pengelolaan terhadap dana yang diinvestasikan, juga kepada manajemen dana 
untuk membiayai berbagai biaya tambahan yang ada seperti tambahan kuota jemaah, 
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dan juga manajemen pemanfaatan dana investasi agar dapat meningkatkan nilai 
manfaatnya. 
 
2. Bagaimana cabaran luaran pengurusan pelaburan dana haji dalam Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia? 
Cabaran luar yang muncul tidak lepas dari faktor politik dan faktor sosial 
keagamaan. Diantaranya yakni kekhawatiran masyarakat terhadap investasi dana 
haji, apalagi ditambah dengan isu investasi pada proyek infrastruktur. Hal ini juga 
ditambah dengan permasalahan lain seperti waktu tunggu yang semakin panjang. 
Ditambah dengan sikap dan reaksi partai oposisi terhadap gagasan presiden yang 
tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik nasional. Kesemuanya ini menjadi 
cabaran bagi pengurusan keseluruhan proses investasi dana haji tersebut. 
Permasalahan lain yang muncul yakni pertama permasalahan mengenai skema atau 
mekanisme pengelolaan dimana hanya menteri agama yang tahu berapa jumlah dana 
yang ada dan berapa jumlah optimalisasi dana yang diperoleh. Permasalahan kedua 
yakni permasalahan regulasi dimana payung hukum yang ada belum komprehensif, 
Ketiga yakni mengenai kesesuaian syariah dimana dikhawatirkan dana dikelola 
belum sesuai dengan prinsip syariah atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan 
prinsip syariah. 
 
3. Bagaimana pengurusan dana haji sebelum lahirnya BPKH Indonesia? 
Di zaman Orde Baru (1966-1998) di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, 
pengurusan haji dan pengelolaan dananya sepenuhnya dimonopoli oleh pemerintah 
melalui Departemen Agama. Pihak swasta dan bahkan ormas-ormas Islam sama 
sekali tidak diizinkan mencampuri urusan pengelolaan haji. Dengan kata lain, 
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pengelolaan haji sepenuhnya berada dalam kebijakan, kontrol, dan pengawasan 
negara. Pada tahun 1950-1962 penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara 
bersama-sama oleh Pemerintah dan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) yang 
didirikan tanggal 21 Januari 1950 dengan pengurusnya terdiri dari para pemuka 
Islam pelbagai golongan dan di tahun 1962-1964 Pemerintah membentuk dan 
menyerahkan penyelenggaraan haji Indonesia kepada Panitia Perbaikan Perjalanan 
Haji (P3H). 
 
Tetapi sesudah kejatuhan Pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto pada 1998, 
keluarlah UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang 
menetapkan bahwa penyelenggaraan kegiatan ibadah haji dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji, sedangkan ibadah umrah di bawah 
naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini berlanjut ke pemerintahan 
selanjutnya di bawah Presiden B.J. Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati 
Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam kenyataan juga tetap 
monopoli penyelenggaraan haji itu. Urusan haji tetap ditangani oleh Departemen 
Agama, khususnya Direktorat Jenderal Haji dan Umrah sejalan dengan amanat UU 
No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menetapkan bahwa 
penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab 
pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Meskipun dalam perkembangannya 
kemudian, sesuai dengan situasi politik pada era Reformasi, muncul partisipasi 
publik (public participation) serta kesadaran tentang perlunya pengawasan terhadap 





4. Bagaimana pengurusan Dana Haji sesudah lahirnya BPKH Indonesia? 
Baru pada pemerintahan era Jokowi dibentuklah BPKH, lembaga khusus untuk 
mengelola dana haji. BPKH merupakan lembaga yang berdiri secara independen dan 
melakukan pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Kementerian Agama. 
Sementara itu, anggaran BPKH perlu mendapatkan persetujuan oleh DPR. Kegiatan 
operasional BPKH akan diawasi secara internal melalui Dewan Pengawas, maupun 
secara eksternal oleh DPR yang akan memeriksa laporan audit yang dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dewan Pengawas BPKH terdiri dari tujuh 
anggota, lima anggotanya merupakan perwakilan masyarakat dan dua lainnya 
merupakan perwakilan Pemerintah. 
 
5. Bagaimana sejauh ini fungsi dan peranan BPKH dalam urusan pengelolaan 
pengurusan haji? 
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelengaraan haji, diperlukan dasar 
pijakan yang jelas berupa aturan yang sudah ditetapkan, Undang Undang Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab IV Pengorganisasian Pasal 10 
yaitu (1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan 
melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah 
Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan 
pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut: a) penetapan BPIH; b) pembinaan ibadah 
haji; c) penyediaan akomodasi yang layak; d) penyediaan transportasi; e) penyediaan 
konsumsi; f) pelayanan kesehatan; g) pelayanan administrasi dan dokumen. (3) 




BPKH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2014 (Kemhan, 2014) mempunyai tugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi 
penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.  
Untuk mengelola, mengarahkan, mengawasi pengurusan haji agar mencapai tujuan 
yang efektif dan efisien, dalam melaksanakan tugas nya, BPKH menyelenggarakan 
beberapa fungsi yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2014 (Kemhan, 2014) yaitu: a. perencanaan, pelaksanaan penerimaan, 
pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji serta pengendalian dan pengawasan 
penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; b. pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran 
Keuangan Haji. 
 
6. Apa saja usaha dan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Investasi 
Dana Haji? 
Baru-baru ini pemerintah tengah melirik dana haji untuk dipinjam dan digunakan 
sebagai modal kelanjutan pembangunan infrastuktur, karena berdasarkan progres 
pembangunan infrastuktur di Indonesia hingga 2017 setidaknya 13 persen proyek 
infrastruktur telah rampung. Tercatat 30 proyek selesai dari total 225 yang 
ditargetkan selesai pada 2019. Sejak awal kepimpinan Presiden saat ini, sektor 
infrastruktur memang menjadi salah satu fokus utama program pemerintah. 
 
Pemangkasan angggaran subsidi dan digantikan dengan alokasi APBN untuk 
pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah keseriusan pemerintah untuk 
meningkatkan kwalitas infrastruktur di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat 
berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah 
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beranggapan bahwa instrumen investasi untuk proyek infrastruktur bisa memberikan 
keuntungan agar dijalankan dengan prinsip kehatihatian (prudent) serta mengikuti 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuntungan dari investasi tersebut bisa 
dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh 
masyarakat. Namun langkah yang akan dilakukan pemerintah saat ini tentang 
penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur masih menuai pro-kontra, 
banyak yang mendukung kebijakan tersebut, namun ada pula yang tidak setuju 
dengan langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan alasan justru akan 
merugikan umat. 
 
7. Setiap program pemerintah pasti menimbulkan polemik baik pro maupun 
kontra, nah apa saja pro dan kontra yang berkembang dari optimalisasi 
investasi dana haji ini? 
Bukan hal yang aneh pak dimana mana pasti terjadi pro kontra terhadap tindak 
tanduk yang dilakukan pemerintah hehehe. Beberapa pernyataan pro-kontra terkait 
penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur beserta alasannya 
diantaranya seperti ini pak,  yang pro misalnya nih ya menurut Ketua Umum 
Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdatul Ulama (NU), Hafidz Taftazani, usulan itu 
tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan perundang-undangan. 
Menggunakan dana haji untuk kepentingan yang lebih produktif dan manfaatnya 
dirasakan oleh orang banyak, jauh lebih baik daripada menyimpan uang di bank. 
Investasi infrastruktur lebih produktif dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, 




Selain itu, yang mendukung kebijakan tersebut yakni Ketua Umum Majelis Ulama 
Indonesia yakni K.H. Ma'ruf Amin beliau mengatakan tak masalah kalau dana calon 
jamaah haji dipakai pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Dana haji itu kan 
memang boleh diinvestasikan, sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun sudah 
digunakan untuk sukuk atau surat berharga syariah Negara (SBSN). Apalagi 
penginvestasian dana calon haji ini sudah mendapat fatwa halal dari Dewan Syariah 
Nasional Majelis Fatwa MUI. 
 
Sementara yang kontra dengan usulan ini, seperti; Wakil Ketua DPR dari Fraksi 
Demokrat Agus Hermanto mengingatkan penggunaan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur non kebutuhan haji berpotensi melanggar undang-undang. Menurutnya 
dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur keperluan haji 
saja. Ditambah oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga 
berpendapat penggunaan dana haji infrastruktur non urusan untuk pembangunan haji 
itu berbahaya. Dana haji jumlahnya sangat besar dan melibatkan ratusan ribuan 
orang sehingga mereka bisa memprotes ketika dana ini diinvestasikan untuk hal-hal 
yang tidak mereka inginkan. Menurutnya jika dana haji hendak diinvestasikan 
haruslah relevan dengan kebutuhan haji atau paling tidak dapat memberikan hasil 
dan keuntungan bagi jamaah. Kalau mau diinvest, saya kira harus ada kesepakatan 
dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa. Jika diinvest untuk infrastruktur 
dalam konteks sekarang ini menurutnya tidak tepat, karena infrastruktur yang 





8. Kendala dan permasalahan apasaja yang ditemui dalam optimalisasi dana 
haji dalam BPKH?  
Begini Pak Iwan, tentunya setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah 
tentunya tidak terlepas dari hambatan atau kendala. Kendala investasi yang memiliki 
keterkaitan dengan hal-hal seperti sistem yang belum kuat, keterbatasan perekrutan 
sumber daya manusia yang kompeten, dan peraturan investasi yang masih belum 
jelas. Selanjutnya begini pak, jika dikaitkan dengan undang-undang pelaksanaan 
ibadah haji yakni UU no 34 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji, 
batasan maksimal alokasi dana haji untuk investasi langsung adalah 20% dari total 
keseluruhan investasi dana haji.  
 
Nah, investasi langsung ini dapat diwujudkan diantaranya dalam berbagai cara yakni 
diantaranya adalah memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerja sama investasi, 
dan investasi lainnya. Hingga setakat ini, kemungkinan penempatan investasi 
langsung baru berkisar pada sektor bank syariah, sektor perhubungan, sektor 
pertambangan, hingga sektor penerbangan dan sarana haji dengan menggandeng 
berbagai BUMN, bank syariah milik pemerintah dan juga dengan pihak Arab Saudi 
itu sendiri.  
 
Kelanjutanya, padahal dari pihak Arab Saudi sendiri telah menawarkan untuk 
investasi dalam pembangunan hotel, namun pihak BPKH sendiri masih belum berani 
menyatakan keikutsertaannya dalam investasi tersebut. Sementara ini, investasi di 
Arab Saudi masih sebatas penyewaan hotel dan katering untuk jangka panjang. 
Untuk selanjutnya BPKH masih menjajaki atau dalam bahasa lainya meraba 
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kemungkinan untuk dilakukannya investasi dalam bentuk emas dimana alokasinya 
adalah maksimal 5% dari total dana haji. 
 
9. Aspek apa sajakah yang harus diperhatikan ketika hendak menginvestasikan 
dana haji ini? 
Banyak hal yang harus kita perhatikan pak, tapi alangkah baiknya kita mengacu pada 
ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014, kebijakan pengelolaan keuangan haji untuk 
pembiayaan infrastruktur perlu mempertimbangkan alternatif instrumen pembiayaan 
infrastruktur pada investasi yang memenuhi aspek keamanan, kehatihatian, nilai 
manfaat dan likuiditas. Beberapa alternatif instrumen investasi dalam pembiayaan 
infrastruktur yang memenuhi aspek tersebut, antara lain melalui  Produk perbankan. 
Pada produk ini kita mengenal apa yang dinamakan deposito mudarabah al 
muqayyadah yang ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur. Selain itu, terdapat 
alternatif penggunaan akad musyarakah mutanaqishah antara pihak Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH) dan bank. 
2. Surat berharga: saham perusahaan infrastruktur atau sukuk yang diterbitkan 
pemerintah, perusahaan atau proyek infrastruktur. 
3. Pemberian pinjaman kepada perusahaan atau proyek infrastruktur. 
4. Investasi lainnya melalui investasi pada dana kolektif (reksadana) yang 
dibentuk untuk pembiayaan infrastruktur atau investasi tanah/ bangunan 
dalam pembangunan/ proyek infrastruktur.  
 
Investasi keuangan haji dapat dilaksanakan melalui pembelian dan penjualan surat 
berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tercatat pada bursa efek yang 
bergerak dalam sektor infrastruktur. Terkait dengan penyediaan infrastruktur haji, 
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investasi keuangan haji dapat diarahkan kepada pembelian saham/penyertaan modal 
atau pembelian sukuk oleh perusahaan infrastruktur yang menerbitkan sukuk. 
 
UU 13/2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan 
ibadah haji pak, ada Aspek pembinaan dimana Tugas pemerintah memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan non manasik haji kepada 
jamaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi. Kemudian ada Aspek 
pelayanan disini tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji 
pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH),pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan 
transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi 
dan katering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi serta katering selama di 
Arafah dan Mina. Serta aspek yang terakhir ada Aspek perlindungan. Sesuai 
dengan namanya pak aspek ini mengatakan bahwa tugas pemerintah memberikan 
perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan 
kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.  
 
Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan 
meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama 
haji embarkasi, dan transportasi udara. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah 
haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/ akomodasi, 






10. Bagaimana bentuk pengelolaan dana haji yang dilaksanakan di 
Malaysia? 
Sepanjang pengetahuan saya ketika melakukan studi komparatif pak, terdapat bentuk 
pengelolaan keuangan haji sebagaimana diterapkan di Malaysia, dikenal dengan 
Tabung Haji. Tabung Haji dibentuk pada tahun 1969 merupakan badan usaha yang 
bertujuan menerima dana masyarakat serta melakukan investasi/pengembangan dana 
dalam rangka pembiayaan dan kesejahteraan jamaah haji. Kegiatan investasi Tabung 
Haji dilakukan melalui penyertaan modal di perusahaan publik dan non-publik, 
proyek joint venture dan proyek swasta yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam 
(syariah). Tabung Haji melakukan investasi secara luas (diversifikasi) yang 
mencakup kegiatan investasi di perkebunan, industri, sektor komersial, real estate 
dan usaha yang menguntungkan lainnya. Beberapa jenis investasi jangka panjang 
yang dilakukan oleh Tabung Haji Malaysia yaitu:  Investasi di saham melalui 
pembelian di bursa saham. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil 
investasi berupa dividen, bonus, dan laba atas penjualan saham. Investasi dalam anak 
perusahaan di sektor perkebunan, perdagangan transportasi, perumahan, dan 
pengelolaan properti. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi 
berupa dividen dan bonus. Selain itu, Tabung Haji juga melakukan investasi ke luar 
negeri sehingga memperoleh keuntungan dari nilai tukar mata uang (kurs valuta 
asing). Kemudian Investasi tanah dan bangunan (investasi dalam pasar properti 
dalam pembangunan gedung perkantoran dan sewa tempat, dan lain-lain). Melalui 






Lampiran  3 
Tambahan Hasil Diskusi bersama Bapak Din Syamsuddin 
Begini Pak Iwan pada mulanya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 
merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan keuangan haji harus 
sesuai syariat dan Undang-Undang. Tanggung jawab BPKH adalah hal yang penting 
untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Penelitian ini adalah 
penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pada dasarnya 
pak, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BPKH 
wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan 
yang dilakukan dengan sengaja.  
 
Sekarang jikalau berbicara mengenai tanggung jawab akibat perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability) adalah terkait 
dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek 
dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar pak. Untuk tanggung jawab akibat 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja hmm atau disebutnya 
itu ... intertional tort liability, Pak Iwan sudah paham lah tentunya bahwa BPKH 
yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus 
terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah 
haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 (Kemhan, 2014) mengatur 
mekanisme pertanggungjawaban BPKH. BPKH bertanggung jawab mengelola 
keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, 
emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan 
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. 
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Hmmmm.. kemudian pada awal pembentukanya itu Pak Iwan, BPKH dibentuk 
melalui pemilihan yang dilakukan oleh Pantita. Panitia Seleksi (Pansel) calon 
anggota Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP) Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH) di tahun 2017 di bulan maret pak. Waktu itu kita menghadap 
ke Presiden Jokowi untuk menyerahkan hasil seleksi. Saya dan Pak Mulya pada saat 
itu langsung menyerahkan hasil seleksinya sendiri. 
 
Pada waktu itu, Saya bersama Nasaruddin Umar, Yunus Husein, Zainul Bahar Nur, 
dan anggota pansel lainnya  berangkat bersama dengan bus Kementerian Agama ya 
sekitar jam 9 pagi lah pak berangkat menuju Istana Negara. Tampak ikut dalam 
rombongan, Sekjen Kemenag Nur Syam yang juga merupakan sekretaris pansel. 
Kami menyebutkan bahwa  seluruh tahapan di pansel sudah selesai. Pansel telah 
menghasilkan 14 nama calon BP BPKH dan 10 nama calon DP BPKH. Proses yang 
kami lakukan ini pak sangat panjang dan tidak mudah pak, ya kita tau lah pak setiap 
ada seleksi atau semacam penjaringan calon, kita harus bisa menyeleksi dengan 
benar melalui fit and proper test sesuai dengan kebutuhan dan indikator yang telah 
dibuat pak… 
 
Selanjutnya pak setelah kita menyerahkan itu, Presiden akan menetapkan dari 14 
calon Badan Pelaksana dipilih tujuh. Sedang 10 calon Dewan Pengawas yang 
selanjutnya akan dikirim ke DPR lalu DPR akan menentukan lima. Selain itu Pak 
Mulya juga  menegaskan pak sebagai ketua bahwa penyerahan daftar nama hasil 
seleksi BPKH ke Presiden ini sekaligus menandai berakhirnya kerja tim Pansel 
dalam konteks seleksi. Ditanya kapan calon terpilih akan diumumkan, kita 
mengatakan bahwa itu akan ditentukan oleh Presiden. Saya, Pak Mulya dan Sekjen 
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Kemenag Nur Syam dan tim kan sudah diskusi banyak pak, sehingga kami pun 
menambahkan bahwa calon BP dan DP BPKH hasil seleksi tim Pansel BPKH ini 
mewakili unsur perbankan, agamawan, dan unsur yang ahli di bidang ekonomi 
syariah sebagai pertimbangan tambahan.  
 
Selain itu, kami juga menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi waktu itu pak. 
Pasti dong bapak bertanya tanya alasan kami menyambangi kpk? Betul pak 
kedatangan tim kami waktu itu adalah meminta masukan dari KPK terkait dengan 
calon-calon pengurus BPKH. Kami menjelaskan kepada KPK sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2016, dalam memilih calon pengurus Badan 
Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji harus meminta 
pendapat berbagai instansi dan juga pendapat masyarakat. Pendapat instansi itu di 
antaranya KPK, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pajak. Mulya berujar, timnya mendapat 
banyak catatan dari KPK. Sebenarnya ya pak, dua poin penting yang dijelaskan 
adalah soal kepatuhan dan pelanggaran kepatuhan. Ketika pertemuan itu pak, 
semua kami tanyakan, dari calon-calon yang ada mengenai kepatuhan dan 
pelanggaran yang pernah dilakukan. 
 
Tim Pansel pengurus BPKH kami ini diawaki sembilan orang dari OJK, 
Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Penjamin 
Simpanan, dan tokoh masyarakat dimana yang masuk dalam timnya kami ini 
diantaranya yaitu, ada pakmantan Ketua PPATK Yunus Husein sebagai wakil ketua 
dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pak Nur Syam sebagai 
sekretaris. Adapun di jajaran anggotanya itu sendiri ya pak iwan, ada Imam Besar 
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Istiqlal Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor, Ketua LPS 
Halim Alamsyah, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin 
Daud, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. 
 
Pertanyaan yang menarik pak iwan, jika berbicara pemanfaatan dana haji yang 
dikelola ini, ada wacana pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur. 
Wacana dan pemanfaatan untuk bidang ini sama sekali tidak menyalahi atau 
melanggar maqosid asy syariah pak konjen.. dalam pengelolaan keuangan Haji. 
Pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur nasional masih dalam koridor 
untuk mewujudkan Maqosid Parsial dalam Pengelolaan Keuangan Haji berupa 
menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan Dana Haji. Sehingga, 
wacana pemanfaatan Dana Haji untuk investasi infrastruktur nasional adalah hal 
yang bisa diterapkan, baik secara yuridis, maupun secara nilai filosofis hukum 
islam. Ada satu hal lain juga pak dimana pemanfaatan Dana Haji untuk 
infrastruktuy ini juga dalam rangka mendukung terwujudnya kemaslahatan umat 
islam di Indonesia berupa pembangunan SDM di Indonesia yang lenih baik..begitu 
pak iwan.. 
 
Apa prinsip yang digunakan? Apakah prtinsip ini sesuai dengan wacana 
pemanfaatan dana haji? Jawabanya sesuai pak. Pemanfaatan Dana Haji untuk 
investasi infrastruktur ini harus dilandasi oleh asas prinsip syariah pak , kehati-
hatian. Manfaat, nirlaba, transparan dan juga akuntabel. Guna mewujudkanya , 
salah satu tawaran solusi yang bisa ditempuh adalah dengan pembentukan anak 
perusahaan oleh BPKH yang secara langsung memegang proses investasi, hingga 
pengelolaan infrastruktur. Hal ini dibutuhkan agar proses kontrol dan pengelolaan 
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resiko secara internal dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Kita tidak 
sembarangan untuk menentukan prinsip dan proses-proses internal yang kita 
lakukan pak.. 
 
Kemudian begini pak iwan… Pemanfaatan Dana Haji untuk infrastruktur itu bisa 
dilakukan tidak hanya melalui langkah investasi Dana Haji saja semata , namun 
juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana abadi umat pada bagian 
kemaslahatan umat islam secara umum. Sehingga pemanfaatan bagian dana abadi 
umat ini bisa dilakukan dengan cara dana hibah untuk pembangunan infrastruktur 
dan disinergikan dengan alokasi dana dari lembaga lain yang berkaitan. 
Pemanfaatan DAU sebagai bagian dari Dana Haji ini juga masih dalam cakupan 
Maqosid cabang dalam pengelolaan keuangan haji berupa pemanfaatan hasil 





Lampiran  4 
Diskusi Tambahan bersama Persaudaraan Haji Indonesia 
 Assalamualaikum pak Iwan, pastilah bapak sebagai seorang pelajar master sudah 
melakukan beberapa riset terkait pencarian data dan informasi sebelum melakukan 
wawancara bersama saya hehehehe, kita obrolan ringan saja pak dan saya hanya akan 
berbagi pengetahuan general saja yang saya ketahui pak.. 
 
Begini pak, saya awali dengan cerita wal mula berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia (IPHI) ya pak. IPHI ini merupakan keinginan para haji untuk 
meningkatkan kesatuan dan persatan bangsa, keimanan dan ketaqwaan serta amal 
nyata dalam upaya melestarikan kemabruran hajinya. Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia yang selanjutnya disebut atau lebih dikenal dengan sebutan “Persaudaraan 
Haji” dan kita beralamat di Jl. Tegalan No. 1 Matraman Jakarta Timur pak.. 
 
Kita terbentuk ini sebagai sebuah organisasi pak dimana Persaudaraan Haji 
merupakan organisasi kebajikan bersifat independen, berakidah Islam, dan 
berasaskan Pancasila. Persaudaraan Haji, bertujuan memelihara dan mengupayakan 
pelestarian haji mabrur guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan 
bangsa yang diridhoi Allah SWT, bertugas melaksanakan penyuluhan, 
pembimbingan, dan pembinaan kepada calon jemaah haji dan para haji Indonesia 
serta Persaudaraan Haji ini berfungsi sebagai wahana penghimpun potensi para haji 
Indonesia, menyerap dan penyalur aspirasi umat, sebagai organisasi kemasyarakatan 
berupaya ikut serta menyukseskan program pembangunan bangsa, serta sebagai 




Sebagai organisasi, kita juga memberikan rekomendasi-rekomendasi pada 
pemerintah dan BPKH pak. Saya sebagai Ketua Umum IPHI pada kesempatan 
rakernas IPHI tahun 2019 ini memliki konsen terhadap pembahasan penguatan 
ekonomi umat pak.. dan kedua membuat rekomendasi-rekomendasi untuk Muktamar 
tahun 2020 yang akan datang. Tentunya dong pak Rekomendasi itu  terkait dengan 
kemaslahatan umat. Kemudian kami mempunyai rencana dimana pada Muktamar 
tahun 2020 mendatang IPHI ingin meningkatkan kesalehan religi dan kesalehan 
sosial. Kesalehan sosial itu antara lain anggota IPHI harus dapat mensejahterakan 
dan memakmuran umat. 
 
Berbicara mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan IPHI samapi saat ini Pak 
Iwan, usaha-usaha Persaudaraan Haji antara lain telah ikut memprakarsai berdirinya 
Rumah Sakit Haji di empat embarkasi : Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung 
Pandang, mendirikan Bank Prekreditan Rakyat, menerbitkan Majalah Amanah, dan 
telah menyelenggarakan Turnamen Golf Amal IPHI sebanyak 7 kali serta beberapa 
kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan sosial kemanusiaan antara lain 
memberikan modal bergulir kepada masyarakat prasejahtera, membantu bencana 
alam, pembagian sembako dan lain sebagainya. 
 
Begini pak… berbicara menganai landasan hukum dan undang undang, Revisi UU 
Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diubah penamaannya 
menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) bakal disahkan pada Rapat 
Paripurna DPR RI. Pengesahan RUU PIHU menjadi UU ini, Pak Bambang Soesatyo 
Ketua DPR mengatakan hal itu pada kami. Kita bias lihat pak hal itu merupakan 
bukti walau DPR RI disibukan dengan Pemilu beberapa waktu lalu, tetapi para wakil 
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rakyat itu tetap fokus menyelesaikan berbagai tugas legislasi yang berkenaan 
langsung dengan kehidupan rakyat. 
 
Jika UU lama hanya mengatur tentang haji, setelah revisi diatur pula tentang umroh. 
UU ini juga memberikan kepastian jamaah terlayani dengan baik. Penindakan pidana 
kepada biro travel juga diatur secara jelas, sehingga memberikan kepastian hukum 
kepada para jemaah. Itu dikatakan oleh seorang Ketua DPR RI ini saat menerima 
kami pak sebagai pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di ruang 
kerjanya di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan beberapa waktu lalu. 
 
Pada kesempatan itu kami berdiskusi dan berbincang banyak hal pak, pak bambang 
menjelaskan, dalam UU PIHU juga diatur adanya prioritas kepada jemaah Haji 
difabel dan lansia yang berusia diatas 65 tahun. Ada juga ketentuan jika calon 
jemaah Haji meninggal dunia, terdapat pelimpahan porsi keberangkatan dan daftar 
tunggu kepada anggota keluarga yang menggantikan. Karena menyesuaikan dengan 
kuota Haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia yang kadang berubah setiap 
tahunnya, mekanisme keberangkatan jemaah Haji ditentukan Keputusan Menteri 
Agama, tidak spesifik diatur dalam UU. Pak Bamsoet juga mengatakan seperti ini 
pak, DPR RI selalu menekankan kepada Kementerian Agama agar memperbaiki pola 
penyusunan daftar tunggu, sehingga ada standar baku keberangkatan jamaah haji 
menggadopsi pola first in, first out.   
 
Pengurus IPHI juga menyampaikan aspirasi tentang managemen pengelolaan 
keuangan haji. Sebagaimana ketentuan UU No: 34/2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji, Kemenag tidak lagi mengelola dana haji. Melainkan diserahkan 
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kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Data dari BPKH, potensi dana 
kelolaan Haji mencapai Rp 114 triliun. Tak hanya memegang dana pelaksanaan 
ibadah Haji yang disimpan dalam bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima 
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) saja, BPKH juga 
mengelolanya sesuai aturan pengeluaran penempatan dan investasi keuangan Haji. 
Selain diparkir dalam deposito syariah, surat berharga syariah negara, sukuk dana 
Haji Indonesia, dana Haji juga bisa digunakan untuk investasi langsung yang 
berkaitan dengan penyelengggaraan ibadah Haji. 
 
Pak Bamsoet berbicara seperti ini pak iwan, kita bias membangun industri hotel di 
Mekkah dan Madinah, maupun ke dalam industri penerbangan. Sehingga bisa 
berefek langsung kepada peningkatan pelayanan haji yang diterima oleh jemaah 
Indonesia.Mengingat besarnya jumlah jemaah haji Indonesia, tahun ini saja kuotanya 
mencapai 221.000. Karena itu, Bamsoet mendorong IPHI bisa menghimpun potensi 
ekonomi keumatan yang bisa dimaksimalkan. 
 
Misalnya begini pak, dengan membuat usaha bersama berupa minimarket yang 
menyediakan kebutuhan sembako, maupun membuat jaringan usaha yang bisa 
menggerakan roda ekonomi nasional. Pak Bamsoet bilang juga bahwa IPHI tak 
hanya berperan dalam proses keberangkataan Haji saja, melainkan juga pembinaan 
usai para jemaah pulang ke Indonesia. Ukhuwah sesama jemaah biasanya akan 
sangat kuat sekali. Sayang pak jika tidak dikembangkan untuk memaksimalkannya 




Tidak hanya itu katanya pak, Pak Bambang juga mengajak IPHI bisa menjadi mitra 
kerja aktif pemerintah dan DPR RI. Terutama dalam mengedukasi masyarakat agar 
bisa mendapatkan informasi yang utuh seputar penyelenggaraan ibadah Haji dan 
Umrah. Misalnya, masih banyak yang salah paham bahwa Visa Progresif Umroh 
2.000 real (sekitar Rp 8,3 juta rupiah) yang dinilai memberatkan jemaah dibuat 
Pemerintah Indonesia. Padahal ketentuan itu datangnya dari Pemerintah Arab Saudi. 
Tak hanya Umrah, Pemerintah Arab Saudi juga mulai mengenakan Visa Progresif 
Haji. 
 
Awalnya ya pak, aturan Visa Progresif Umroh itu berlaku lima tahun. Namun, karena 
banyak negara berpenduduk muslim keberatan, termasuk Indonesia, Pemerintah 
Saudi merevisi menjadi 2 tahun. Aturan ini bukan untuk menghalangi, melainkan 
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang agar bisa melakukan ibadah 
Umrah dan Haji. Perlu digarisbawahi tuh pak. Pengenaan visa progresif Umrah yang 
dilakukan Pemerintah Arab Saudi berdasarkan nomor paspor. Tak jarang jemaah dari 
berbagai negara mengakali dengan membuat paspor baru atau e-paspor, sehingga 
nomor paspornya berbeda dengan paspor yang lama. Jadi saran saya, saya imbau 
agar jemaah Indonesia tidak melakukan hal ini. Karena niat ke Tanah Suci untuk 
ibadah, maka cara-cara yang dilakukan pun seyogyanya juga dilakukan sesuai aturan. 
 
 
 
